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Abstract. This study aims to analyze the effect of tax discount programs, the exemption of the second Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB II), and tax socialization on the level of taxpayer compliance at the Samsat Office of Pati Regency. The background of this research is based on fluctuations in motor vehicle tax (PKB) and title transfer fee (BBNKB) revenues over the past five years, which indicate that taxpayer compliance remains relatively low. The Central Java Provincial Government has implemented several incentive policies such as tax discount programs, BBNKB II exemptions, and extensive tax socialization campaigns to improve public awareness and compliance. This research employed a quantitative approach with an associative method. The population consisted of 216,643 registered motor vehicle taxpayers in Pati Regency. Using the Slovin formula, a sample of 100 respondents was selected through accidental sampling. Primary data were collected through questionnaires distributed to taxpayers, while secondary data were obtained from documentation at the Samsat Office. Data were analyzed using multiple linear regression analysis, with additional tests for validity, reliability, t-test, F-test, and coefficient of determination (R²) using the SPSS application. The results showed that: (1) the tax discount program had a positive and significant effect on taxpayer compliance; (2) the BBNKB II exemption had a positive but not significant effect on taxpayer compliance; and (3) tax socialization had a positive and significant effect on taxpayer compliance at the Pati Regency Samsat Office. Simultaneously, the three independent variables significantly influenced taxpayer compliance. These findings indicate that fiscal incentive policies and effective tax socialization play an important role in improving taxpayer compliance. Therefore, it is recommended that the government continue to enhance tax discount programs and strengthen socialization strategies through innovative public communication and efficient service delivery to further increase taxpayer discipline.
Keywords: Tax Discount Program, BBNKB II Exemption, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Pati Regency Samsat Office.

Abstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program diskon pajak, pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, dan sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan berbagai kebijakan insentif seperti pemutihan denda, pembebasan BBNKB II, serta peningkatan kegiatan sosialisasi pajak guna mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Pati sebanyak 216.643 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan rumus Slovin dan diperoleh sebanyak 100 responden menggunakan teknik accidental sampling. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi Samsat Kabupaten Pati. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda, serta pengujian validitas, reliabilitas, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²) menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program diskon pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Pembebasan BBNKB II berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (3) Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pati. Secara simultan, ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan insentif fiskal dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, disarankan agar program diskon pajak dan sosialisasi perpajakan terus ditingkatkan dengan inovasi layanan dan komunikasi publik yang lebih efektif agar kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin tinggi.
Kata Kunci: Program Diskon Pajak, Pembebasan BBNKB II, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Samsat Kabupaten Pati.
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PENDAHULUAN
Salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebutuhan terhadap kendaraan bermotor disetiap daerah sangat besar, tidak terkecuali Kabupaten Pati. Hal ini yang menyebabkan daya beli terhadap kendaraan cukup tinggi, karena untuk menunjang mobilitas yang semakin tinggi di wilayah tersebut.
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Maka dari itu, perlunya peningkatan jumlah pendapatan dalam sektor Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengoptimalkan penerimaan dari PKB melalui berbagai upaya yang dilakukan, salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. (Winasari, 2020).
Dasar hukum pemungutan PKB dan BBNKB yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di tindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri dalam negeri  Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang masih berkembang yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, di mana kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) dan Kecamatan Wedarijaksa memiliki luas wilayah terkecil (4.085 Ha). Banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Pati merupakan potensi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari disektor pajak. Namun jika dilihat dari jumlah PKB dan BBNKB yang terealisasi masih ada wajib pajak yang belum memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan beberapa kendala, salah satunya yaitu masih kurangnya kesadaran/ketaatan dari masyarakat dalam hal membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 
Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Pati melalui tabel 1
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Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023
	Tahun
	Target
	Realisasi
	Prosentase

	
	PKB
	BBNKB
	PKB
	BBNKB
	PKB
	BBNKB

	2019
	 167,162,000,000
	135,110,574,000
	 170,343,123,400
	 136,058,898,500
	 101.90%
	 100.70%

	2020
	 176,000,000,000
	138,525,000,000
	 178,476,463,775
	   97,583,163,500
	 101.41%
	 70.44%

	2021
	 204,005,000,000
	137,937,000,000
	 184,959,689,500
	 113,078,882,500
	 90.66%
	 81.98%

	2022
	 212,896,527,000
	142,371,002,000
	 211,300,679,500
	 110,701,112,500
	 99.25%
	 77.76%

	2023
	 233,380,965,000
	 141,665,293,000
	 218,155,888,000
	 112,088,708,000
	 93.48%
	 79.12%


Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Pati, 2024


Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Adapun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tertinggi persentasenya mencapai 101,90% untuk PKB dan 100,70% untuk BBNKB dari target yang telah ditentukan oleh Kantor Samsat Kabupaten Pati. Pada tahun 2019, PKB tidak mencapai target dan untuk BBNKB terus mengalami penurunan atau tidak mencapai target dari tahun 2021 s.d 2023 yang telah ditetapkan.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh petugas samsat. Kegiatan sosialisasi yang semakin sering dilakukan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pula. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga berkaitan dengan kebijakan pemutihan yang telah diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa tengah, kebijakan pemutihan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi para wajib pajak untuk tetap mau membayar pajak kendaraan motornya. Program diskon atau pemutihan, pembebasan bea balik nama dan sosialisasi pajak yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini dapat memicu wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak diperlukan agar Wajib Pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara sehingga mampu ikut serta dalam membangun Negara dengan membayar pajak.

KAJIAN PUSTAKA	
Hubungan Program Diskon Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Program diskon atau pemutihan pajak dianggap sebagai stimulus fiskal yang dapat memotivasi wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya. Ketika denda administrasi dihapus atau diberikan potongan pembayaran, masyarakat cenderung merasa lebih ringan dan terdorong untuk segera menyelesaikan tunggakan pajaknya.
Menurut penelitian Wiranjani dan Sujana (2023), program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Karangasem. Kebijakan ini dinilai efektif karena mampu menarik minat masyarakat yang sebelumnya enggan membayar pajak akibat besarnya akumulasi denda.
Temuan serupa juga dijelaskan oleh Kusasih dan Kustiningsih (2023) bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Program ini bukan hanya membantu secara finansial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kewajiban pajaknya.
Selain itu, Iglesias (2021) menemukan bahwa program pemutihan pajak di Palembang berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Masyarakat lebih terdorong untuk membayar pajak ketika mengetahui adanya penghapusan denda dan kemudahan administrasi.
Namun, penelitian Sari (2021) menunjukkan hasil berbeda di Denpasar, bahwa program pemutihan dan pembebasan BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, karena sebagian masyarakat memanfaatkan program tersebut hanya untuk jangka pendek tanpa adanya perubahan perilaku pajak yang berkelanjutan.
Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program diskon pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi, persepsi keadilan kebijakan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, dugaan sementara/hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H1: Program Diskon Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Kabupaten Pati.
Hubungan Pembebasan BBNKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kebijakan pembebasan BBNKB memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan balik nama tanpa dikenai biaya tambahan, mereka akan lebih mudah dan termotivasi untuk memperbarui data kendaraan sekaligus melunasi pajak tahunan yang tertunggak.
Menurut penelitian Wiranjani dan Sujana (2023), pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Karangasem. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan lebih disiplin dalam pembayaran pajak kendaraan.
Namun, penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023) menunjukkan hasil berbeda, yaitu pembebasan BBNKB tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat yang menganggap program pembebasan hanya sebagai kesempatan sesaat, bukan sebagai dorongan untuk membayar pajak secara rutin di masa mendatang.
Dari kedua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pembebasan BBNKB terhadap kepatuhan wajib pajak bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat, efektivitas sosialisasi, serta kemudahan layanan administrasi di kantor Samsat. Ketika kebijakan ini disertai dengan sosialisasi yang tepat dan pelayanan publik yang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.
Selain itu, kebijakan pembebasan BBNKB juga memperkuat rasa keadilan fiskal, karena masyarakat merasa pemerintah memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin tertib administrasi tanpa harus dibebani pajak tambahan. Rasa keadilan ini menjadi faktor penting yang memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembebasan BBNKB berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, terutama jika diimbangi dengan edukasi perpajakan, kemudahan layanan digital, dan pengawasan administrasi yang berkelanjutan.
Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan dugaan sementara/hipotesis sebagai berikut:
H2: Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Kabupaten Pati.
Hubungan Sosialisasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pembayaran, manfaat pajak bagi pembangunan, serta sanksi apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
Menurut Amri & Syahfitri (2020), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sosialisasi yang intensif, masyarakat menjadi lebih memahami prosedur pembayaran pajak dan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.
Penelitian Wiranjani & Sujana (2023) juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Karangasem. Semakin sering sosialisasi dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Namun, Maulida, Marundha, & Khasanah (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dilakukan tanpa pendekatan personal atau kurang menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada metode penyampaian, kejelasan pesan, dan tingkat partisipasi masyarakat.
Dari berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berperan sebagai faktor edukatif dan motivatif dalam membangun kesadaran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika masyarakat paham manfaat pajak dan merasa dilibatkan secara aktif, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dugaan sementara/hipotesis yang diajukan adalah:
H3: Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Kabupaten Pati.
Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut : [image: ]
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh obyek pajak kendaraan bermotor yang berada di Kantor Samsat Kabupaten Pati dengan jumlah wajib pajak sebanyak 216.643 orang wajib pajak. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu, accidental sampling. Penentuan sampel untuk pegawai dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin agar penelitian dapat lebih mudah. Untuk lebih jelas rumus Slovin yang dikemukakan oleh (Umar, 2019) yaitu : 
n		=    
Di mana :
n  = jumlah populasi
N = sampel
e	e  = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel
Dengan tingkat kelonggaran 10%, maka sampel dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

        216.643 
n		=  -------------------
       1 + 216.643 (0,1) 2

        216.643 
n		=  ------------------
        2167,43
n		=  99,9539 (ditetapkan menjadi 100)
Dari perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin, diperoleh sampel sebanyak 100 responden
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah :
1. Variabel Bebas (Variable Independent) adalah Program Diskon/Pemutihan Pajak (X1), Pembebasan BBNKB (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3)
2. Variabel Terikat (Variable Dependent) adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2
Definisi Operasional Variabel dan Indikator

	No
	Variabel
	Definisi Operasional
	Indikator

	1
	Program Diskon/Pemutihan Pajak 
(X1)
	Suatu upaya yang dilakukan oleh negara guna menertibkan wajib pajak yang telah lama tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam pembayaran pajak kendaraan dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selamar periode tertentu
	1. WP mengetahui betul mengenai kebijakan insentif pajak 
2. WP mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak 
3. WP mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak 
4. WP terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak
5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan WP

	3
	Pembebasan BBNKB 
(X2)
	menghilangkan tarif pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar  dan lain-lain.
	1. Prosedur pembebasan bea balik nama.
2. Persyaratan pembebasan bea balik nama.
3. Administrasi pembayaran pembebasan bea balik nama.
4. Reability petugas

	
	Sosialisasi Perpajakan 
(X3)
	Merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat Wajib pajak diberikan kepercayaan langsung oleh pemerintah saat melaksanakan kewajiban dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan tepat waktu
	1. Penyuluhan.
2. Diskusi dengan wajib pajak.
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak.
4. Pemasangan billboard.
5. Media Sosial, membuat konten di Instagram

	4
	Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
	Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	1. Ketepatan waktu.
2. Total pembayaran pajak.
3. Informasi disampaikan secara lengkap dan benar.
4. Taat terhadap UU Perpajakan.
5. Tidak pernah terlibat tindak pidana dibidang perpajakan.



 Metode Pengumpulan Data 
Data adalah penunjang yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Semakin banyak data yang diperoleh maka semakin bagus pula hasil akhir dari suatu penelitian. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung ke lapangan (observasi) dan penyebaran kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, hasil observasi, kuisioner, dan dokumentasi sedangkan sumber data berasal dari pegawai atau wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang dia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis (Ismayani, 2019).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner
Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik bebrapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada sebelumnya. Kuisioner berbentuk daftar pertanyaan. Harapan yang diinginkan melalui penyusun kuisioner adalah mampu mengetahui variabel-variabel apa saja yang menurut responden merupakan hal yang penting. Adapun tujuan penyusunan kuisioner adalah guna memperbaiki bagian-bagian yang kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap responden (Siregar, 2017).

2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen tertulis ataupun hasil gambar yang diperoleh oleh peneliti. Sumber data dokumentasi dipergunakan untuk menguatkan keberadaan data yang telah diperoleh dilapangan melalui observasi   atau wawancara. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai objek penelitian.
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, pengumpulan data dengan dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder tentang kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Pati.

Metode Analisis Data
Analisis Regresi Linear berganda 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu program pemutihan pajak (X1), pembebasan BBNKB (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y). Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan berikut : 
Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan :
Y		: Kepatuhan wajib pajak 
X1		: Program pemutihan pajak 
X2		: Pembebasan BBNKB 
X3		: Sosialisasi  pajak 
βo		: Intercept (konstanta)
β1,β2,β3 	: Koefisien regresi
e 		: error

Pengujian Hipotesis (Uji t parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :
1. Jika t hitung < t tabel, maka hipotesis ditolak.
2. Jika t hitung > t tabel, maka hipotesis diterima.
Selain itu Uji t dapat pula dilihat dari besarnya probabilitas dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi α = 5%). Kriteria pengujian yang digunakan adalah :
1) Jika probabilitas < 0,05 maka diterima.
2) Jika probabilitas > 0,05 maka ditolak.

Koefisien Determinasi 
Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R2 berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
Setiap tambahan satu variabel independen, maka koefisien determinasi (R2) pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sehingga dianjurkan untuk menggunakan nilai R Square pada saat mengevaluasi model regresi. Nilai R Square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

Uji Kelayakan Model / Goodness of Fit Model (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji model regresi yang digunakan cocok atau tidak (Imam Ghozali, 2018). Dasar dalam pengambilan keputusannya adalah:
1) Bila Fhitung< Ftabel, maka model regresi tidak cocok 
2) Bila Fhitung> Ftabel, maka model regresi cocok 
		Selain itu, dapat dilihat dari besarnya probabilitas dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi), sebagai berikut:
1) Bila probabiliti < 0,05 maka dikatakan layak atau fit.
2) Bila probabiliti > 0,05 maka dikatakan tidak layak atau tidak fit.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh program diskon/ pemutihan pajak, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati. Berikut adalah hasil analisis linier berganda:




[bookmark: _Toc174700931]Tabel 3 
Hasil Uji Linier Barganda

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	12.857
	3.343
	
	3.846
	.000

	
	Diskon/Pemutihan
	1.219
	.153
	.717
	7.983
	.000

	
	Bebas BBNKB
	1.075
	.166
	.444
	6.478
	.000

	
	Sosialisasi
	.480
	.160
	.274
	2.993
	.004

	a. Dependent Variable: Kepatuhan WP


Sumber: Data primer yang diolah, 2024


Dari hasil analisis dengan program SPSS tersebut, maka dapat diketahui persamaan regresi dari penelitian ini. Hasil persamaan regresi linier yang terbentuk adalah:
Y = 12,587 + 1,219X1 + 1,075X2  + 0,480X3  
Dari persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut :
1. Nilai konstanta sebesar 12,587 hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati akan sebesar 12,587 jika program diskon/ pemutihan pajak, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan sama dengan nol.
2. Koefisien regresi program diskon/ pemutihan pajak sebesar 1,219. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan program diskon/ pemutihan pajak sebesar satu satuan akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,219 dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).
3. Koefisien regresi pembebasan BBNKB sebesar 1,075. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan pembebasan BBNKB sebesar satu satuan akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,075 dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).
4. Koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 0,480. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan sosialisasi perpajakan sebesar satu satuan akan diikuti dengan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,480 dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).

[bookmark: _Toc175561892]Uji Hipotesis (Uji t parsial)
Uji hipotesis 1 dan 3 diuji dengan uji parameter individual (uji statistik t) yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Nilai dari uji t dilihat p-value (pada kolom sig) pada masing-masing variabel independen. Jika nilai p-value lebih kecil dari level of signifikan 0,05 maka hipotesis diterima. Hasil dari analisis adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc174700932]

Tabel 4 
Hasil Uji t
	Model
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	3.846
	.000
	
	

	
	Diskon/Pemutihan
	7.983
	.000
	.529
	1.892

	
	Bebas BBNKB
	6.478
	.000
	.909
	1.100

	
	Sosialisasi
	2.993
	.004
	.508
	1.968

	a. Dependent Variable: Kepatuhan WP


Sumber: Data primer yang diolah, 2024


Pengujian Hipotesis 1 Pengaruh program diskon/pemutuihan pajak organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati 
Dari tabel 4.13, Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung program diskon/ pemutihan pajak sebesar 7,983 > t-tabel 1,984 (df = n-k-1 = 96). Tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan level of significance (taraf signifikansi) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel program diskon/ pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi program diskon/ pemutihan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati. Dengan demikian, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Pengujian Hipotesis 2 Pengaruh pembebasan BBNKB terhadap kepatuhan wajib pajak Di Samsat Kabupaten Pati
Dari tabel 4.13, Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung pembebasan BBNKB adalah 6,478 > t-tabel 1,984 (df = n-k-1 = 96). Tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan level of significance (taraf signifikansi) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembebasan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi pembebasan BBNKB maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati. Dengan demikian, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.


Pengujian Hipotesis 3 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Di Samsat Kabupaten Pati
Dari tabel 4.13, Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sosialisasi perpajakan adalah 2,993 > t-tabel 1,984 (df = n-k-1 = 69). Tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan level of significance (taraf signifikansi) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

[bookmark: _Toc175561894][bookmark: _Toc175561893]Koefesien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) dalam menerangkan variabel terikat (Y), (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar variabel program diskon/ pemutihan pajak, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan menjelaskan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, dimana ditunjukkan dengan nilai R Square. Untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh variabel program diskon/ pemutihan pajak, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan, maka berikut hasil pengujian dengan program SPSS adalah :
[bookmark: _Toc174700934]

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.768a
	.590
	.578
	1.82358

	a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Bebas BBNKB, Diskon/Pemutihan

	b. Dependent Variable: Kepatuhan WP
	


Sumber: Data primer yang diolah, 2024


Dari tabel 4.15 diatas, angka koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,590. Hal ini berarti bahwa variabel program diskon/ pemutihan pajak, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan mempunyai peranan 59,0% secara bersama-sama untuk dapat menjelaskan atau menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 41,0% (100% - 59,0%) dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati, seperti sanksi pajak,  kualitas pelayanan dan lainya.

Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah model linear tersebut sudah tepat atau belum, maka dilihat membandingkan probabilitas dari hasil pehitungan uji F. Jika  menunjukkan nilai probabilitas menunjukkan nilai < 0,05 maka model dalam regresi tersebut merupakan model yang fit/ layak.
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Tabel 6
Hasil Uji F
	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	460.066
	3
	153.355
	46.116
	.000a

	
	Residual
	319.244
	96
	3.325
	
	

	
	Total
	779.310
	99
	
	
	

	a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Bebas BBNKB, Diskon/Pemutihan
	

	b. Dependent Variable: Kepatuhan WP
	
	
	


Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.14 nilai F-hitung sebesar 46,116 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,46 dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut merupakan model yang fit atau model yang layak.
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Pembahasan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh program diskon/ pemutihan pajak, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati. Dari hasil analisis penelitian ini dapat diketahui:
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Pengaruh program diskon/ pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati 
Program diskon atau pemutihan pajak adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak bagi wajib pajak. Tujuan dari program ini bisa beragam, mulai dari meningkatkan kepatuhan pajak hingga membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial. Pemerintah biasanya meluncurkan program-program ini dalam periode tertentu, dan sering kali program ini bersifat sementara. Wajib pajak yang tertarik untuk memanfaatkan program ini harus memeriksa syarat dan ketentuan yang berlaku serta batas waktu pendaftarannya. 
Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung program diskon/ pemutihan pajak sebesar 7,983 > t-tabel 1,984 (df = n-k-1 = 96). Tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan level of significance (taraf signifikansi) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel program diskon/ pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi program diskon/ pemutihan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati.
Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel 4.6 tentang variabel program diskon/ pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 5 indikator pertanyaan diperoleh rata-rata program diskon/ pemutihan pajak sebesar 4,21. Angka ini jika dilihat dari rentang skala indeks 1 – 5, mempunyai arti bahwa pengaruh program diskon/ pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati adalah sangat tinggi.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, N. G. A. D. P. (2021) dan Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023) yang menunjukan variabel program diskon/ pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _Toc175561902]Pengaruh pembebasan BBNKB terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah kebijakan yang memungkinkan pemilik kendaraan untuk tidak membayar biaya atau mendapatkan pengurangan biaya dalam proses balik nama kendaraan bermotor. BBNKB adalah pajak yang dikenakan saat pemindahan kepemilikan kendaraan dari satu orang ke orang lain. Pembebasan BBNKB umumnya diatur oleh pemerintah daerah atau provinsi, dan ketentuan serta syaratnya bisa berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa informasi terkini dari otoritas pajak setempat untuk mendapatkan detail mengenai program pembebasan BBNKB yang berlaku.
[bookmark: _Hlk175559765]Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung pembebasan BBNKB adalah 6,478 > t-tabel 1,984 (df = n-k-1 = 96). Tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan level of significance (taraf signifikansi) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembebasan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi pembebasan BBNKB maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati.
Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel 4.7 tentang variabel pembebasan BBNKB terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 4 indikator pertanyaan diperoleh rata-rata pembebasan BBNKB sebesar 4,34. Angka ini jika dilihat dari rentang skala indeks 1 – 5, mempunyai arti bahwa pengaruh  pembebasan BBNKB kerja terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati adalah sangat tinggi.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiranjani, N. K. D., & Sujana, E. (2023) dan Salsabila, F. (2024) menunjukan hasil bahwa variabel pembebasan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

[bookmark: _Toc175561903]Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati
Sosialisasi perpajakan adalah proses komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak dan kewajiban perpajakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami peraturan perpajakan, hak dan kewajiban mereka, serta manfaat dari membayar pajak dengan benar. Sosialisasi perpajakan yang efektif membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung keberhasilan sistem perpajakan
[bookmark: _Hlk175559807]Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sosialisasi perpajakan adalah 2,993 > t-tabel 1,984 (df = n-k-1 = 69). Tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan level of significance (taraf signifikansi) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati.
Berdasarkan hasil kuesioner pada tabel 4.8 tentang variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 5 indikator pertanyaan diperoleh rata-rata sosialisasi perpajakan sebesar 4,30. Angka ini jika dilihat dari rentang skala indeks 1 – 5, mempunyai arti bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati adalah sangat tinggi.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023) dan Wiranjani, N. K. D., & Sujana, E. (2023) yang menunjukan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.


















































































KESIMPULAN
Hasil penelitian tentang pengaruh program diskon/ pemutihan pajak, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: (1) Program diskon/ pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati; (2) Pembebasan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati, dan (3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati.
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Program diskon atau pemutihan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati, berikut adalah beberapa saran teknis untuk meningkatkan efektivitas program antara lain adalah Rencanakan program diskon atau pemutihan pajak secara berkala, misalnya setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali, agar wajib pajak dapat merencanakan partisipasi mereka. Pilih waktu pelaksanaan program yang strategis, misalnya pada akhir tahun anggaran atau sebelum masa jatuh tempo pajak, untuk memaksimalkan partisipasi. Sediakan pusat informasi atau helpdesk khusus di Samsat untuk menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan terkait program diskon atau pemutihan pajak.  Implementasikan sistem monitoring untuk melacak partisipasi wajib pajak dalam program dan mengevaluasi efektivitasnya secara real-time.
(2) Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati, berikut adalah beberapa saran implikatif yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan dampak positif tersebut, anatra lain Pertimbangkan untuk menjadwalkan kebijakan pembebasan BBNKB secara berkala, seperti setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali. Ini dapat memotivasi lebih banyak wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan dan mengurangi tunggakan pajak. Lakukan sosialisasi yang intensif mengenai manfaat dan persyaratan pembebasan BBNKB melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, dan situs web resmi Samsat.
(3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Pati, berikut adalah beberapa saran implikatif untuk memanfaatkan dan meningkatkan dampak positif tersebut, antara lain Sesuaikan materi sosialisasi berdasarkan segmen audiens yang berbeda, seperti pelaku usaha, individu, atau kelompok usia tertentu. Dengan pendekatan yang lebih spesifik, materi akan lebih relevan dan efektif. Manfaatkan media sosial, aplikasi mobile, dan situs web untuk menyebarluaskan informasi perpajakan. Buat konten yang menarik dan mudah diakses, seperti video tutorial, infografis, dan artikel.
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